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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2017.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 26 April
2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2022.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian
UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Oktober 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
30 Maret 2009.

G. Wawancara

Hasil wawancara dengan Fadli Ramadhanil (Perludem) pada tanggal 3 Maret
2023.

Hasil wawancara dengan Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna
pada tanggal 28 Maret 2023.
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Hasil wawancara dengan Heru Widodo selaku advokat yang berperkara di
pengujian UU di MK pada tanggal 16 Maret 2023.

H. Risalah

Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan
Pendahuluan (I), 9 Juli 2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 Perkara Nomor 52/PUU-
V1/2008 Perkara Nomor 56/PUU-V1/2008 dan Perkara Nomor 59/PUU-VI1/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan Pemerintah Serta Keterangan DPR RI (II), 13 Januari
2009.

Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), 8 Me
2008.

Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
(1), 22 Mei 2008.

Risalah Sidang Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008 dan 12/PUU-VI/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Mendengar
keterangan Pemerintah, DPR RI, Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), 10 Juni
2008.

Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 dan 15/PUU-VI1/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan
Putusan (IV, III), 10 Juli 2008.

Risalah Sidang Perkara Nomor 130/PUU-VII/2018 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Pemeriksaan Pendahuluan (I), 11 November 2015.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan
Pendahuluan (I), 9 Juni 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Perbaikan
Permohonan (II), 26 Juli 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan
Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterangan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) (IIT), 7 September 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan
Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV), 28 September 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan
Keterangan Ahli Presiden (V), 26 Oktober 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pengucapan
Ketetapan dan Putusan, 24 November 2021.

Risalah Sidang Perkara Nomor 17/PUU-X11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan
Pendahuluan (I), 12 Maret 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 17/PUU-X11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Perbaikan
Permohonan (II), 25 Maret 2014.
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Risalah Sidang Perkara Nomor 17/PUU-X11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pengucapan Putusan,
22 Mei 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XI1/2014, Perkara Nomor 51/PUU-
X11/2014, Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Pemeriksaan Pendahuluan (I), 16 Juni 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XI1/2014, Perkara Nomor 51/PUU-
X11/2014, Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Perbaikan Permohonan (II), 18 Juni 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XI1/2014, Perkara Nomor 51/PUU-
X11/2014, Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR serta Ahli/Saksi Pemohon (III), 23
Juni 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 50/PUU-X11/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Acara Pengucapan Putusan, 3 Juli 2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 dan 52/PUU-VI1/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), 11 Desember 2008.

Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 Perkara Nomor 52/PUU-
V1/2008 Perkara Nomor 56/PUU-V1/2008 dan Perkara Nomor 59/PUU-VI1/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah Serta Keterangan DPR
RI (IT), 13 Januari 2009.
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Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 Perkara Nomor 52/PUU-
V1/2008 Perkara Nomor 56/PUU-VI1/2008 dan Perkara Nomor 59/PUU-VI1/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang
Dasar 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan
Pemerintah (III), 28 Januari 2009.

Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-V1/2008, Perkara Nomor 52/PUU-
V1/2008, dan Perkara Nomor 59/PUU-V1/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan Putusan
(IV), 18 Februari 2009.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undangundang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan Pendahuluan
(D), 24 Agustus 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Perbaikan
Permohonan (II), 11 September 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III), 25 September 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Saksi/Ahli Pemohon (IV), 5
Oktober 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Presiden dan
DPR (III & 1V), 24 Oktober 2017.

150



Analisi%Peran Kuasa Hukum dalam Persidangan Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan
Umum di

Mahkamah Konstitusi

MUHAMMAD FITRA KURNIAWAN, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Dalam Perkara Nomor 59/PUU-
XV/2017) (V) dan Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III), 24 Oktober
2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR (Dalam
Perkara 67/PUU-XV/2017 dan Nomor 73/PUU-XV/2017, Ahli Pemohon (Dalam
Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017) dan Pihak Terkait (KPU) (VI & IV), 14
November 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Dpr [Dalam
Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 dan Nomor 73/PUU-XV/2017], Ahli Pemohon
[Dalam Perkara Nomor 60/PUUXV/2017], dan Pihak Terkait [KPU] (VI & 1V), 14
November 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) (VI), 14 November 2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi
Pemohon [Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017] (V & VII), 29 November
2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi
Pemohon [Dalam Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017] (VIII & VI), 12 Desember
2017.

Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017, Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017,
Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017, Perkara
Nomor 70/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017, Perkara Nomor
72/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pengucapan Putusan,
11 Januari 2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Pemeriksaan
Pendahuluan (I), 9 Juli 2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perbaikan Permohonan (I1),
23 Juli 2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 49/PUU-XV1/2018, Perkara Nomor 50/PUU-
XV1/2018, Perkara Nomor 54/PUU-XVI1/2018, Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018,
Perkara Nomor 60/PUU-XVI1/2018, Perkara Nomor 61/PUU-XVI1/2018 Perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara
Pengucapan Ketetapan dan Putusan, 25 Oktober 2018.

Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PUU-V1/2008, Perkara Nomor 52/PUU-
V1/2008, Perkara Nomor 56/PUU-V1/2008 dan Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Acara Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah
(I1I), 28 Januari 2009.

Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-X1/2013 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), 13 Februari 2013.
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